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ABSTRAK 

 

I Putu Jodi Sandiawan Pramana. 201810115269. Penegakan Hukum Terhadap 

Residivis yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan 

Salah satu gejala sosial yang semakin menonjol akhir-akhir ini dan sering terjadi 

di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pemerasan yang termasuk 

kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana pemerasan merupakan kejahatan 

terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXIII KUHP, sebenarnya terdiri dari 

2 (dua) macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan 

tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut 

mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang 

lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya 

disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang 

sama. Terhadap tindak pidana pemerasan ini, ketentuan pidananya diatur dalam 

Pasal 368 KUHP, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan. 

 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis melakukan tindak pidana 

pemerasan dan penegakan hukum terhadap residivis yang melakukan tindak 

pidana pemerasan telah mencerminkan keadilan. Metode penelitian dalam 

penulisan skripsi menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan 

penelitian terhadap data sekunder.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pemerasan sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP 

menggunakan 1 (satu) jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara. Mengenai sanksi 

pidana penjara merupakan hukuman yang membatasi kemerdekaan atau 

kebebasan seseorang, dalam hal ini pelaku tindak pidana pemerasan merupakan 

seorang residivis, adapun penerapan sanksi pidananya ditambah sepertiga dari 

ancaman pidana maksimalnya. Adapun ketentuan residivis diatur dalam Buku II 

KUHP tentang Kejahatan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Seseorang 

dapat dikatakan sebagai pelaku residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat 

adanya residivis. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah 

benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah 

untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar 

harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya. Penegakan hukum terhadap 

residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta 

faktor peran serta masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

I Putu Jodi Sandiawan Pramana. 201810115269. Law Enforcement Against 

Recidivists Committing the Crime of Extortion 

One of the social phenomena that has become increasingly prominent lately and 

often occurs in the community is the crime of extortion, which is a crime against 

property. The crime of extortion is a crime against property as regulated in 

Chapter XXIII of the Criminal Code, actually consists of 2 (two) types of crime, 

namely the crime of extortion (afpersing) and the crime of threatening 

(afdreiging). Both types of crime have the same nature, namely an act that aims to 

extort other people. It is precisely because of their similar nature that these two 

crimes are usually referred to by the same name, namely "extortion" and are 

regulated in the same chapter. Against this crime of extortion, the criminal 

provisions are regulated in Article 368 of the Criminal Code, threatened for 

extortion with a maximum imprisonment of nine months. 

The objectives to be achieved in this study are to find out the application of 

criminal sanctions to recidivist perpetrators of extortion and law enforcement 

against recidivists who commit extortion has reflected justice. The research 

method in writing the thesis uses a normative research method which is a study of 

secondary data. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the application of 

criminal sanctions against perpetrators of the crime of extortion in accordance 

with Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code uses 1 (one) type of criminal 

sanction, namely imprisonment. Regarding criminal sanctions, imprisonment is a 

punishment that limits a person's independence or freedom, in this case the 

perpetrator of the crime of extortion is a recidivist, as for the application of 

criminal sanctions plus a third of the maximum criminal threat. The provisions for 

recidivists are regulated in Book II of the Criminal Code concerning Crimes 

Article 486, Article 487 and Article 488 of the Criminal Code. A person can be 

said to be a recidivist if he has fulfilled the conditions for being a recidivist. 

Judges in imposing criminal penalties against recidivists must really consider the 

purpose of criminal law, one of which is for the purpose of justice, not only in 

their considerations but must actually impose a fair punishment. Law enforcement 

against recidivists who commit the crime of extortion is influenced by several 

factors, including factors of law enforcement officers, factors of facilities and 

infrastructure and factors of community participation. 

 

Keywords: Law Enforcement, Recidivists, Crime of Extortion 
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